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Abstrak: Pernikahan sebagai sesuatu yang luhur,  bermakna 
ibadah pada Allah SWT, mengikuti sunnah rasul. Akan tetapi 
dalam kenyataannya banyak kita jumpai di masyarakat yang 
terjadi adalah sebaliknya, semisal nikah siri. Padahal terdapat 
beberapa manfaat dari pencatatan akad nikah, antara lain: (1) 
menjaga hak dari kesia-siaan, baik hak suami istri atau hak 
anak berupa nasab, nafkah, warisan dan sebagainya; (2) 
menyelesaikan persengkatan antara suami istri atau para 
walinya ketika mereka bersengketa dan berselisih; (3) catatan 
dan tulisan akan bertahan lama jangka waktunya; dan (4) 
catatan nikah akan menjaga suatu pernikahan dari pernikahan 
yang tidak sah, karena akan diteliti terlebih dahulu beberapa 
syarat dan rukun pernikahan serta penghalang-penghalangnya. 
 
Kata Kunci: Nikah sirri dan keadilan sosial. 
 
A. Pendahuluan 
Pernikahan sebagai sesuatu yang luhur,  bermakna 
ibadah pada Allah SWT, mengikuti sunnah rasul, dan 
dilaksanakan atas dasar keikhlasan, penuh tanggung jawab 
serta mengikuti ketentuan hukum yang berlaku, membawa 
kemaslahatan bagi dirinya, istrinya, anak keturunannya dan 
masyarakat. Dan nikah adalah sesuatu yang sakral, karena di 
dalamnya terkandung unsur agama dan filosofi. Nikah harus 
mendapatkan pembenaran secara agama dan  filosofi. Tapi, 
kenyataannya banyak kita jumpai di masyarakat yang terjadi 
adalah sebaliknya. Bahkan sampai saat ini masih saja 
dibedakan mana nikah menurut syari’at Islam dan mana nikah 
menurut segi hukum yang menjadi paham masyarakat 
Indonesia. 
 
B. Pengertian dan Status  “ Nikah Sirri “ 
Kata “ Sirri “ dari segi etimologi berasal dari bahasa 
Arab, yang arti harfiahnya “rahasia” atau “tersembunyi” 
sebagai lawan kata dari “’alaniyyah” yaitu terang-terangan. 
Dan kata “sirri” dijadikan kata majemuk dengan nikah, 
sehingga menjadi “nikah sirri” untuk menyebutkan bahwa 
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nikah yang dilakukan secara diam-diam atau tersembunyi 
(screet marriage) tanpa diketahui atau tercatat di lembaga 
negara. Hal ini sama dengan istilah “dibawah tangan” yang 
merupakan kata kiasan yang bermakna diam-diam atau 
tersembunyi.1 
Sedangkan menurut terminologi fiqh Maliki, nikah sirri 
adalah : 
 جماعة عن امرأته عن بكتمه الشهود الزوج فيه يوصي الذي هو
 منزل اهل ولو
“Nikah sirri atas pesan suami, para saksi merahasiakannya 
untuk istrinya atau  jamahnya, sekalipun keluarga setempat “. 
Nikah siri, yaitu pernikahan yang dilakukan oleh wali 
pihak perempuan dengan seorang laki-laki dan disaksikan oleh 
dua orang saksi, tetapi tidak dilaporkan atau tidak dicatatkan 
di Kantor Urusan Agama (KUA). Istilah nikah siri atau nikah 
yang dirahasiakan memang sudah dikenal di kalangan para 
ulama. Hanya saja nikah sirri yang dikenal pada masa dahulu 
berbeda pengertiannya dengan nikah siri pada saat ini. Dahulu 
yang dimaksud dengan nikah siri yaitu pernikahan sesuai 
dengan rukun-rukun perkawinan dan syaratnya menurut 
syari’at, hanya saja saksi diminta tidak memberitahukan 
terjadinya pernikahan tersebut kepada khalayak ramai, kepada 
masyarakat, dan dengan sendirinya tidak ada walimatul-’ursy. 
Adapun nikah siri yang dikenal oleh masyarakat Indonesia 
sekarang ini adalah pernikahan yang dilakukan oleh wali atau 
wakil wali dan disaksikan oleh para saksi, tetapi tidak 
dilakukan di hadapan Petugas Pencatat Nikah sebagai aparat 
resmi pemerintah atau tidak dicatatkan di Kantor Urusan 
Agama bagi yang beragama Islam atau di Kantor Catatan Sipil 
bagi yang tidak beragama Islam.2 Ramulyo (1999) menjelaskan 
                                                        
1 Repro, artikel Analiansyah, Pusat Studi Hukum Islam dan Masyarakat, 
Fakultas Syari’ah IAIN Ar-Raniry, terbit 09 September 2009, 16 : 40 
2 M. Idris Ramulyo, “Suatu Perbandingan antara Ajaran Syafi’I Hazairin 
dan Wasiat Wajib di Mesirtentang Pembagian Harta Warisan untuk Cucu 
menurut Islam”, Majalah Hukum dan Pembangunan nomor 2 Tahun XII 
(maret) 2000. 
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bahwa nikah siri adalah suatu pernikahan yang dilakukan oleh 
orang-orang Islam Indonesia dengan memenuhi rukun nikah 
dan syaratnya, tetapi tidak di daftarkan oleh Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.3    
Madzhab Maliki tidak memperbolehkan nikah sirri, dan 
nikahnya dapat dibatalkan serta kedua pelakunya dapat 
dikenakan hukuman had (dera atau rajam), jika telah terjadi 
hubungan seksual antara kedua dan diakuinya atau dengan 
kesaksian empat orang saksi. Madzhab Syafi’I dan Hanafi juga 
tidak memperbolehkan nikah sirri.  Sedangkan menurut 
madzhab Hanbali, nikah yang telah dilangsungkan menurut 
ketentuan syari’at Islam adalah sah, meskipun dirahasiakan 
oleh kedua mempelai, wali dan para saksinya. Hanya saja 
hukumnya makruh.4 
Menurut terminologi fiqh, nikah sirri itu tidak sah, 
sebab selain bisa mengandung  fitnah, tuhmah dan su’udzon5  
juga bertentangan dengan hadits – hadits Nabi, antara lain 
hadits: 
 ٦)اوغيرهم ومسلم البخاري رواه(  بشاة ولو اولموا
“Adakanlah pesta perkawinan, sekalipun hanya dengan 
hidangan kambing. “     ( hadits riwayat al-Bukhari dan Muslim 
dll dari Anas).” 
 بالضفوف عليه واضربوا المساجد في علواواج النكاح هذا اعلنوا
 ٧)الترمذي رواه(
“Umumkanlah nikah ini, dan laksanakanlah di masjid, serta 
ramaikanlah dengan menabuh terbang “ 
Dari hadits-hadits tersebut terlihat secara jelas bahwa 
Nabi pun menganjurkan orang menikah itu harus melibatkan 
                                                        
3 Ibid 
4 Wahbah al-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islami Wa adillatuh, vol. VII Dar. al-Fikr, 
Damaskus 1989. H.71 
5 Shohih Turmudzi, 866 
6 Al-suyuti, Al-Jami’ al-shaghir, vol. I, Mustafa al-Babi al-Halabi wa 
Auladuh, cairo, 1954, h. II 
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masyarakat (mengundang dalam acara walimah) yang 
tujuannya adalah supaya mereka tahu bahwa telah terjadi 
pernikahan, kalau yang semula ada yang menaksir mereka 
yang telah menikah, supaya mengundurkan diri, dan ini 
manfaatnya sangat besar dalam kehidupan bermasyarakat. 
Akad nikah yang dilakukan oleh dua insan laki-laki dan 
perempuan tanpa dihadiri orang tua (wali), artinya akad 
tersebut terdiri dari mempelai laki-laki, mempelai perempuan, 
dua orang saksi, dan ulama’ yang menikahkan tanpa menerima 
pendelegasian atau kuasa atau ijin dari wali nikah maka 
keabsahan pernikahan itu dipertanyakan, karena wali nikah 
merupakan salah satu unsur sahnya nikah.8 
Nikah sirri adalah pernikahan yang belum diresmikan, 
belum diumumkan secara terbuka kepada masyarakat atau 
pernikahan yang belum dicatatkan kepada lembaga pencatatan. 
Ini bisa salah satunya yang belum dilaksanakan atau bisa 
kedua-duanya. Pernikahan haruslah melibatkan masyarakat, 
minimal 2 orang saksi.9 Yang sangat kita kuatirkan adalah 
motif dari nikah sirri itu hanya untuk memenuhi kebutuhan 
biologis yang halal semata ( terhindar dari perbuatan zina 
menurut hukum Islam ). 
Pernikahan siri dalam kaidah agama oleh sebagian 
kalangan dibolehkan jika dalam kondisi darurat. Namun 
kondisi darurat itu pada saat ini sudah banyak disalahartikan. 
Akibatnya, esensi nikah siri hanya jadi alat untuk mengelabui 
peraturan pemerintah, mengelabui sanksi moral, hingga 
menghindari izin dari istri pertama. 
Lebih seru lagi nikah siri telah dituding sebagai 
legalisasi dari kumpul kebo. ''Kawin siri dan kawin kontrak 
sekarang sifatnya transaksional, hanya sebagai justifikasi atau 
kedok dari perzinaan terselubung.10 Itulah sebabnya banyak 
pihak yang mencoba-coba dahulu sebelum resmi menikah. 
Dalam hal ini, nikah siri dijadikan katup agar tidak terlibat 
                                                        
8 Imam al-Hafid Abi  Fal Ahmad, Fathul Bari, vol.9 , h. 187 
9 Wahbah al-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islami Wa adillatuh, vol. VII Dar. al-Fikr, 
Damaskus 1989. H.36,  
10 Jimly As-Siddiqy, Jawa pos, edisi Kamis 18 Pebruari 2010 
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dosa karena dikhawatirkan terjadi sesuatu akibat tinggal 
serumah selama proses penjajakan alias coba-coba tersebut. 
Oleh sebab itu, kaum wanita yang kurang berpikir panjang 
banyak yang tertimpa peribahasa "habis manis sepah dibuang". 
Kemesraan yang pernah dilaluinya menjadi sirna. Yang tersisa 
hanyalah sejuta sesal disertai dendam membara. 
Menurut hukum positif, nikah sirri sebagaimana 
dirumuskan dalam kajian fiqh madzhab tersebut diatas, juga 
tidak sah, karena tidak memenuhi ketentuan syari’at Islam 
sebagaiman diatur dalam pasal 2 ayat (1) UU No.1/1974 
tentang perkawinan. Dan nikah juga merupakan peristiwa 
hukum yang penting, sebagaimana peristiwa kelahiran, 
kematian dan lain-lain. Untuk membuktikan adanya 
perkawinan tidak cukup hanya dibuktikan dengan peristiwa 
itu sendiri tanpa adanya bukti tertulis berdasarkan pencatatan 
di lembaga yang ditunjuk. Dengan demikian pencatatan yang 
kemudian ditindak lanjuti dengan dikeluarkannya akta berupa 
surat nikah oleh pejabat yang berwenang, maka fungsi akte 
sebagai alat bukti sempurna ( authentik)11, atau “bayyinah” 
untuk membuktikan bahwa dirinya telah melakukan 
pernikahan dengan orang lain (wanita) , sebab alat bukti yang 
dianggap sah sebagai bukti syari’I adalah dokumen resmi yang 
dikeluarkan oleh Negara, sehingga orang tersebut akan 
mendaqpatkan kepastian hukum dan ketertiban12.  
Coba kita perhatikan beberapa penyebab terjadinya 
nikah sirri : 
1. Adanya factor-faktor diluar kemampuan si pelamar, 
seperti: 
a. Menjaga hubungan antara laki-laki dan perempuan agar 
terhindar dari hal-hal yang terlarang menurut agama 
karena sama-sama masih kuliah. 
b. Tidak adanya ijin wali nikah (orang tua). 
                                                        
11 Hilman Hadikusuma, SH, “Hukum Perkawinan Indonesia” 1990 : 92 
12 Nasutio, Komaruddin, “Hukum Perdata (keluarga) Islam Indonesia 
dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim” (Yogyakarta : 
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c. Sulitnya memperoleh ijin dari istri ( bagi yang menikah 
lebih dari satu). 
d. Adanya kekawatiran kehilangan hak pensiun. 
e. Biaya mahal, prosedur yang berbelit-belit, atau untuk 
menghilangkan jejak dan bebas dari tuntutan hukum 
administrasi dari atasan, terutama untuk perkawinan 
kedua bagi PNS dan TNI-Polri. 
2. Adanya pendapat bahwa pencatatan tidak merupakan 
perintah agama karena tidak dilakukan di zaman Nabi. 
Disamping itu nikah sirri juga mempunyai dampak 
positif dan negatif. Dampak Positifnya adalah sebagai berikut: 
1. Meminimalisasi adanya sex bebas, serta berkembangnya 
penyakit AIDS, HIV maupun penyakit kelamin yang lain. 
2. Mengurangi Beban atau Tanggung jawab seorang wanita 
yang menjadi tulang punggung keluarganya. 
Sedangkan dampak negatifnya adalah sebagai berikut: 
1. Berselingkuh merupakan hal yang wajar 
2. Akan ada banyak kasus Poligami yang akan terjadi. 
3. Tidak adanya kejelasan status isteri dan anak baik di mata 
Hukum di Indonesia maupun di mata masyarakat sekitar. 
4. Pelecehan sexual terhadap kaum hawa karena dianggap 
sebagai Pelampiasan nafsu sesaat bagi kaum Laki-laki. 
5. Sulit menuntut hak waris bagi istri. 
6. Sulit menentukan kepemilikan anak apabila ada masalah 
gara-gara cerai. 
7. Jika dicerai tidak akan memiliki surat cerai dan surat janda 
dari pengadilan. 
8. Menimbulkan fitnah. 
Para pakar hukum Islam menyatakan bahwa dalam 
ajaran Islam, nikah tidak hanya merupakan perdata an sich, 
tetapi lebih dari itu, Al-qur’an menyebutkannya dengan “ 
mitsaqon gholidzan “, artinya pernikahan itu paling tidak ada 
tiga aspek yang mendasarinya, yaitu : Agama, hukum dan 
social, bukan dari satu aspek saja ( agama ) karena akan terjadi 
kepincangan. Sebab, walaupun sudah diatur dalam agama dan 
undang-undang tetapi kalau masyarakat tidak menerima 
undang-undang itu, niscaya tidak akan berjalan. Masyarakat 
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pemakai cukup menentukan berjalan tidaknya suatu undang-
undang. Prof. H.A. Wasit Aulawi, mengatakan bahwa 
pernikahan sirri perlu dicegah melalui berbagai upaya. Antara 
lain dengan meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang 
makna pernikahan pada khususnya dan bagaimana memahami 
ajaran Islam pada umumnya.13 
 
C. Konsep Keadilan (sosial)  
Sebelum kita membicarakan tidak adanya keadilan dari 
sebuah perkawinan yang dirahasiakan atau “nikah sirri”, ada 
baiknya kita memahami arti dari keadilan dalam berbagai 
kajian Islam. Menurut Selo Sumardjan, “keadilan social” ialah 
suatu keadaan di dalam masyarakat yang dibenarkan oleh 
masyarakat yang bersangkutan. Atau sesuai dengan system 
nilai-nilai social dalam masyarakat tersebut.14 
Secara harfiah kata “adil” berasal dari bahasa Arab 
‘adala – ya’dilu – ‘adlan wa ‘adlatan yang berarti to act justly, 
equitably, with fairness – bertindak adil, imbang dengan jujur.15 
Dari kaca mata  ilmu dirayah hadith, kata adil diartikan sebagai 
kualitas kestabilan primer pribadi yang kondusif bagi yang 
bersangkutan untuk senantiasa bertaqwa dan memelihara 
muru’ah, sehingga menjadi orang terpercaya karena objektifitas 
yang dimiliki (sifah rasikhah fi al-nafs tahmil sahibaha ‘ala 
mulazamah al-taqwa wa al-muru’ah fatahmil thiqah al-nafs bi 
sidqah)16 Sedangkan para fuqaha mengkaji keadilan dalam 
berbagai konteks, yaitu persyaratan bagi seorang hakim, saksi, 
kepala Negara dan sebagainya. Mereka memberikan arti orang 
adil adalah mereka yang menghindarkan diri dari dosa-dosa 
besar, tidak bergelimang dosa-dosa kecil, konsisten dengan 
                                                        
13 A. Wasit, Aulawi, Pernikahan Harus Melibatkan Masyarakat, Mimbar 
Hukum no 28 thn VII 1996 
14 Ismid Hadad, (ed), Kebudayaan Politik dan Keadilan Sosial (Jakarta: 
LP3ES,1981),96 
15 Hans Wehr, A Dictionary of Modern Written Arabic (Beirut; Librarie 
du Liban,1980), 596 
16 Muhammad ‘Ajjaj Khatib, Usul al-Hadith ‘Ulumuh wa Mustalahuh 
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kebenaran. Studi pengantar fiqih juga mengadakan kajian 
tentang keadilan sebagai salah satu asas hokum Islam.17 
Dan Al-Maraghi mengartikan keadilan dengan 
memberikan hak kepada pemiliknya secara tepat. Muthahari 
berpendapat bahwa adil itu adalah: 
1. Perimbangan atau keadaan seimbang.  
2. Persamaan dan tidak adanya diskriminasi dalam bentuk 
apapun.  
3. Pemberian perhatian pada hak-hak pribadi dan penunaian 
hak kepada mereka yang berhak, dan 
4. Keadilan Tuhan. 18 
Hakikat perkawinan adalah merupakan hubungan 
hukum antara subjek-subjek yang mengikatkan diri dalam 
perkawinan (dalam hal ini yang dimaksud ialah antara seorang 
pria dengan seorang wanita). Perkawinan menurut Undang-
undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dianggap sebagai suatu 
perjanjian (persetujuan) asalkan kata perjanjian diambil dalam 
arti yang luas. Sebab untuk melangsungkan perkawinan 
diperlukan adanya kehendak yang bersesuaian antara seorang 
pria dengan seorang wanita serta keterangan tentang adanya 
kehendak tersebut.19 
Dari definisi tersebut jelaslah bahwa dalam perkawinan 
terjadi ikatan lahir dan batin antara dua orang (pria dan 
wanita),  sehingga sejak saat  perkawinan tersebut identitas 
pasangan tersebut tidak lagi sebagai individu, tetapi sebagai 
bagian dari satu unit yang disebut keluarga. Dari pengertian 
tersebut nikah siri mempunyai kekurangan apabila dilihat dari 
segi hukum. Sehingga pernikahan tersebut menimbulkan 
masalah bagi perempuan yang menjalaninya. Berbagai masalah 
yang timbul akibat nikah siri antara lain, suami dengan mudah 
melakukan poligami, tidak memberi nafkah bulanan pada istri, 
laki-laki dapat mudah menyangkal dari anak yang telah 
                                                        
17 Hasbi Ash Shiddieqy, Pemgantar Ilmu Fiqih (Jakarta: Bulan Bintang, 
1974), 21-22 
18 Abdullah al-Maraghi, Al-Zawaj wa Thalaq fi Jami’I al-Adyan, Al-
Majlis  al-A’la li al-Syuun al-Islamiyah, 1966, h. 209 
19 Mariana Amiruddin : manajer prog yaysn jurnal perrempuan dan 
redaktur pelak. Jurnal peremp. Radio jurnal peremp. Edisi 341 
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dilahirkan dengan perempuan yang dinikah secara siri, jika 
terjadi perceraian penyelesaian harta bersama menjadi tidak 
jelas.20 
Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Amidhan 
menegaskan bahwa nikah siri tidak haram sepanjang 
memenuhi semua syarat dan rukun perkawinan. ''Kalau semua 
hak (pelaku pernikahan) diberikan, semua syarat dan rukun 
dipenuhi, (nikah siri) tidak haram. Namun, kalau (pernikahan 
siri) merugikan salah satu pihak, tentu harus dicegah,'' ujar 
Amidhan ketika dihubungi kemarin. Menurut Amidhan, hak 
dan kewajiban pelaku perkawinan siri sama dengan 
perkawinan yang dilakukan di depan petugas Kantor Urusan 
Agama (KUA). Suami tetap wajib memberikan penghidupan 
kepada istri dan anak-anaknya sesuai kemampuan. Suami juga 
wajib memberikan hak waris kepada anak-anaknya yang 
dilahirkan dari perkawinan siri. Besarnya sama dengan hak 
waris yang diberikan kepada anak-anak yang lahir dari 
pernikahan yang tercatat di administrasi negara. ''Pada 
praktiknya, karena perkawinannya tidak diakui negara, tidak 
ada kewajiban bagi suami memberikan hak waris bagi anak-
anak yang lahir dari pernikahan seperti itu,''terangnya.21 
Maka, nikah sirri itu pada dasarnya merupakan 
penyimpangan social yang kerap kali menimbulkan berbagai 
kerepotan dan madlorot.22 Nikah sirri yang banyak dilakukan 
anggota masyarakat ternyata membawa implikasi serius di 
belakang hari. Pernikahan siri, selain melahirkan masalah 
sosial, juga dapat mendistorsi hak-hak gender dan kerancuan 
aspek kependudukan.23 
Seperti halnya masalah kependudukan di Provinsi Jawa 
Barat pada saat ini seperti menyimpan bom waktu. Program 
kependudukan yang bermuara pada budaya keluarga sejahtera 
semakin menjauh dan mulai dilupakan oleh masyarakat. 
                                                        
20 Hilman Hadikusuma, SH, “Hukum Perkawinan Indonesia” 1990 : 92 
21 Jawa pos, edisi Kamis 18 Pebruari 2010 
22 Sekjen, Alimat, Maria Ulfa,  Huku dan Kriminal, Jawa Pos 18 Februari 
2010, 11;53 wib 
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Tingginya angka pernikahan usia muda terus memicu jumlah 
pasangan usia subur. Angka rata-rata usia menikah pertama di 
Jabar yang mencapai 17,8 tahun melahirkan segudang masalah 
kependudukan.Selain itu, faktor tak terlihat juga sedang 
mendera kependudukan di Jabar dalam bentuk pernikahan siri. 
Modus pernikahan siri telah mendistorsi kewajiban negara 
untuk mencatat berbagai aspek kependudukan. Beberapa 
daerah di Jabar telah memiliki stigma sebagai daerah yang 
nyaman untuk melakukan pernikahan siri.24  
Kemudahan dan kepraktisan dalam tata cara nikah siri 
bisa disalahgunakan sebagai pemuas nafsu sekaligus 
melepaskan tanggung jawab sosialnya. Ironisnya, ada pihak 
yang justru menjadikan nikah siri sebagai stimulus industri 
pariwisata. Data dari hasil jajak pendapat yang dilakukan oleh 
harian Jawa Pos menunjukkan 90,9 persen dari 430 responden 
menyatakan bahwa perempuan dan anak berada pada posisi 
yang lemah dan tidak berdaya untuk menuntut haknya. 
Sebanyak 2,87 persen responden lainya mengemukakan 
perempuan dan anak dirugikan karena statusnya tidak jelas 
dan anak yang dilahirkan sulit mendapatkan pengakuan dari 
ayahnya, karena tidak ada bukti hitam diatas putih dari 
pernikahan tersebut. Sisanya, 25,3 persen responden 
menganggap bahwa anak dari orang tua yang melakukan 
nikah siri rawan untuk ditinggal begitu saja atau di telantarkan 
dan perempuan kesulitan untuk menuntut hak-haknya. Dari 
segi hukum negara telah jelas tentang pembagian hak waris 
dan hak asuh anak. Tanpa adanya surat atau bukti yang sah 
dalam pernikahan, maka jika terjadi perceraian akan sulit 
untuk membuktikan hubungan darah atau keturunan, masalah 
harta antara suami dan istri, hak waris antara harta anak dan 
orang tua serta menimbulkan beban psikologis dan social.25 
Pernikahan sirri merupakan perkawinan yang cacat, 
berarti harus ada sanksinya, dan sanksinya adalah yang 
berkaitan dengan soal akte. Akte nikah merupakan bukti 
otentik sahnya perkawinan seseorang, yang sangat bermanfaat 
                                                        
24 Jawa Pos, 22 September 2000, hal. 264 
25 Ibid 
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bagi dirinya dan keluarganya (istri dan anaknya) untuk 
menolak kemungkinan dikemudian hari adanya pengingkaran 
atas perkawinannya dan akibat hokum dari perkawinannya itu 
(harta bersama dalam perkawinan dan hak kewarisannya). Dan  
pencatatan perkawinan sangat penting, terutama untuk 
mendapatkan hak-hak ketika terjadi hal yang tidak diinginkan 
dalam perkawinan. Misalnya harta warisan ketika suami 
meninggal atau sebaliknya dan harta gono-gini ketika 
memutuskan perkawinan atau cerai.  Pertautan dua hati secara 
filosofis memang tidak harus diikat secarik buku kecil bernama 
akta nikah. Tapi perjalanan hidup anak manusia yang penuh 
dengan pasang surut membuat status nikah siri menjadi sangat 
riskan di belakang hari. Di sini kaum wanita bisa gigit jari 
dalam mendapatkan hak gono-gini serta hak normatif lainnya. 
Syaikhul Islam mengatakan: “Para sahabat tidak 
menulis mahar karena mereka tidak mengakhirkannya, bahkan 
memberikannya secara langsung, seandainya di antara mereka 
ada yang mengakhirkan tetapi dengan cara yang baik. Tatkala 
manusia mengakhirkan mahar padahal waktunya lama dan 
terkadang lupa maka mereka menulis mahar yang diakhirkan 
tersebut, sehingga catatan itu merupakan bukti kuat tentang 
mahar dan bahwasanya wanita tersebut adalah istrinya”.26 
Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa 
sesungguhnya nikah itu adalah suatu perbuatan hokum. Dan 
karena sebagai perbuatan hokum, maka ada akibat hukumnya, 
baik bagi suami, istri maupun anak yang lahir dalam atau 
akibat perkawinan tersebut, seperti penyelesaian harta 
bersama, penguasaan anak, kewajiban memikul biaya 
pendidikan anak, sah tidaknya seorang anak, pencabutan 
kekuasaan orang tua, asal usul anak, termasuk mengenai 
adanya hak saling mewarisi antara suami istri, dan adanya 
hubungan nasab anaknya dengan bapaknya.27 Yang lebih 
menyedihkan lagi dalam nikah sirri, adalah ada pernyataan 
                                                        
26 Majmu’ Fatawa 32/131. 
27 Wahbah al-Zuhaili, Op.cit, h. 112-116 Dan vide al-Maraghi, Al-Zawaj 
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bahwa yang diuntungkan dalam nikah sirri itu adalah bapak-
bapak, dan jika ada masalah maka masalah itu lebih banyak 
menimpa dan merugikan anak yang diakibatkan dari 
perkawinan tersebut. Sekarang ini saja, untuk masuk TK harus 
ada akte, masuk SD,  SMP, SMU, melamar pekerjaan, bahkan 
pergi keluar negeri harus ada akte kelahiran. Bagaimana ada 
akte kelahiran kalau tidak akte nikah.28 Dan dalam kewarisan 
yang menyangkut anak, harus ada konstatasi dari pengadilan, 
bahwa almarhum menikah dengan si A dengan disertai bukti-
bukti. Dan kalau tidak ada akte tidak bisa dibuatkan kartu 
keluarga, ini artinya pemerintah tidak mengakui sahnya 
hubungan suami istri. Maka, “suami istri” itu tidak dapat 
saling mewarisi, anak-anak mereka tidak bisa menjadi ahli 
waris bapaknya dan anak perempuannya tidak diakui 
mempunyai hubungan nasab dengan bapak biologisnya, 
sehingga bapaknya itu tidak bisa bertindak sebagai walinya 
dalam perkawinan. Yang pada akhirnya anak tersebut  
statusnya bermasalah karena lahir dari perkawinan yang 
bermasalah.29 
Ada fenomena menarik di masyarakat kita akhir-akhir 
ini, yaitu suatu anggapan bahwa kalau menikah ( nikah sirri ) 
dengan orang asing / turis itu akan bisa memperbaiki 
keturunan dan bergengsi ( sebagaimana yang dilakukan oleh 
para selebriti ). Masyarakat harus disadarkan dari asumsi yang 
salah tersebut. Pentingnya memberikan penyuluhan yang utuh 
tentang seluk-beluk genetika terutama tentang aspek 
perkawinan eugenik untuk mencari bibit unggul. Fakta sering 
menunjukkan nikah siri dengan para turis asing justru menjadi 
perkawinan disgenik yang mengakibatkan kehamilan yang 
"tidak bermutu" karena akan menimbulkan berbagai cacat 
bawaan dan penyakit genetika. Juga sangat rentan terhadap 
praktik aborsi. Begitu pula dampak sosial bagi anak-anak yang 
dilahirkan lalu ditinggalkan begitu saja oleh sang turis sebagai 
                                                        
28 A. Wasit, Aulawi, Pernikahan Harus Melibatkan Masyarakat, Mimbar 
Hukum no 28 thn VII 1996 
29 Abdul Basyir, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Status Nikah sirri di 
Indonesia, hal 80 
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bapak biologis di kemudian hari menjadi persoalan sosial yang 
sangat serius, baik dari aspek hukum, kependudukan, maupun 
budaya. 
Kaum wanita yang kurang berpikir panjang karena 
didera oleh persoalan ekonomi banyak yang tertimpa 
peribahasa "habis manis sepah dibuang". Yang tersisa hanyalah 
sejuta sesal. maka dengan demikian jika dilihat dari dampak - 
dampak yang ada, sebagaimana yang telah dijelaskan di atas 
(dampak positif dan negative dari pernikahan sirri), maka 
semakin terlihat bahwasannya nikah siri lebih banyak 
membawa dampak negative di banding dampak positifnya.30 
Serta Akibat hokum dari nikah siri itu sendiri, diantaranya: 
1. Sebagai seorang istri kita tidak dapat menuntut suami 
untuk memberikan nafkah baik lahir maupun batin. 
2.  Untuk hubungan keperdataan maupun tanggung jawab 
sebagai seorang suami sekaligus ayah terhadap anakpun 
tidak ada. “seperti nasib anak hasil dari pernikahan yang 
dianggap nikah siri itu, akan terkatung-katung.Tidak bisa 
sekolah karena tidak punya akta kelahiran. Sedangkan, 
semua sekolah saat ini mensyaratkan akta kelahiran,” 
3.  Dalam hal pewarisan, anak-anak yang lahir dari 
pernikahan siri maupun isteri yang dinikahi secara siri, 
akan sulit untuk menuntut haknya, karena tidak ada bukti 
yang menunjang tentang adanya hubungan hukum antara 
anak tersebut dengan bapaknya atau antara isteri siri 
dengan suaminya tersebut. 
Oleh karena itu untuk kaum hawa yang akan ataupun 
belum melakukan nikah siri sebaiknya berpikir dahulu karena 
akan merugikan diri kita sendiri. Bagaiamanapun suatu 
perkawinan akan lebih sempurna jika di legal kan secara 
hukum agama dan hokum Negara. Dan sudah saatnya lembaga 
pemerintah yang berkompeten dalam urusan perkawinan serta 
kantor Menteri Pemberdayaan Wanita menuntaskan berbagai 
dampak negatif perkawinan siri, agar perkawinan siri tidak 
semakin marak dan dijadikan kedok untuk pemuas nafsu 
                                                        
30 Abdul Basyir, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Status Nikah sirri di 
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belaka. Pada dasarnya perkawinan siri dan perkawinan di 
bawah tangan adalah sama, yaitu perkawinan yang 
dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan masing-masing 
tapi tidak terdaftar secara administratif di kantor yang  
berwenang.31 
Pencatatan akad nikah secara resmi memiliki beberapa 
manfaat yang banyak sekali, di antaranya: 
1. Menjaga hak dari kesia-siaan, baik hak suami istri atau hak 
anak berupa nasab, nafkah, warisan dan sebagainya. 
Catatan resmi ini merupakan bukti otentik yang tidak bisa 
digugat untuk mendapatkan hak tersebut. 
2. Menyelesaikan persengkatan antara suami istri atau para 
walinya ketika mereka bersengketa dan berselisih, karena 
bisa jadi salah satu di antara mereka akan mengingkari 
suatu hak untuk kepentingan pribadi dan pihak lainnya 
tidak memiliki bukti karena saksi telah tiada. Maka dengan 
adanya catatan ini, hal itu tidak bisa diingkari. 
3. Catatan dan tulisan akan bertahan lama jangka waktunya, 
sehingga sekalipun yang bertanda tangan telah meninggal 
dunia namun catatan masih bisa digunakan setiap waktu. 
Oleh karena itu, para ulama menjadikan tulisan 
merupakan salah satu cara penentuan hukum. 
4. Catatan nikah akan menjaga suatu pernikahan dari 
pernikahan yang tidak sah, karena akan diteliti terlebih 
dahulu beberapa syarat dan rukun pernikahan serta 
penghalang-penghalangnya. Menutup pintu pengakuan-
pengakuan dusta dalam pengadilan, di mana bisa saja 
sebagian orang yang hatinya rusak mengaku telah 
menikahi seorang wanita secara dusta untuk menjatuhkan 
lawannya dan mencemarkan kehormatannya hanya karena 
mudahnya suatu pernikahan dengan saksi palsu.32 
Melihat manfaat-manfaat pencatatan akad nikah di atas, 
maka hampir semua Negara sekarang membuat undang-
undang agar pernikahan warganya dicatat oleh pegawai yang 
telah ditunjuk pemerintah. Undang-undang ini merupakan 
                                                        
31 Ibid, h. 77 
32 Yusuf bin Ahmad Ad-Daryuwisy , Az-Zawaj Al-’Urfi hlm. 74-75. 
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politik syar’I,33 yang ditetapkan oleh pemerintah karena 
memandang maslahat di baliknya yang sangat besar sekali 
yaitu untuk menjaga hak dan khawatir adanya pengingkaran.34 
Apabila telah terjadi akad ijab qobul dengan 
terpenuhinya semua syarat nikah dan tidak ada semua 
penghalangnya maka pernikahan hukumnya adalah sah. Dan 
apabila secara undang-undang, pencatatan akad nikah 
membawa masalahat bagi kedua mempelai baik untuk masa 
sekarang maupun masa depan maka hal itu wajib dipatuhi.35 
Kemaslahatan yang termasuk di dalamnya unsur 
kedamaian, kesejahteraan, keadilan, kesamaan antara laki-laki 
dan perempuan bukan sesuatu yang di luar agama atau Islam 
itu hanya Al-qur’an dan Hadits saja. Kemaslahatan sangat 
penting, karena agama diturunkan justru untuk kemaslahatan 
masyarakat “rahmatan lil ‘alamin”. Musuh semua agama 
adalah "ketidakadilan". Nilai yang diutamakan Islam adalah 
keadilan. Kita tidak boleh lupa bahwa agama Islam dibangun 
di atas maslahat dan menolak kerusakan. Seandainya saja 
undang-undang ini disepelehkan pada zaman sekarang niscaya 
akan terbuka lebar kerusakan dan bahaya yang sangat besar 
serta pertikaian yang berkepanjangan, tentu saja hal itu sangat 
tidak sesuai dengan syari’at kita yang indah. 
Misi Islam yang  dianggap paling penting sekarang 
adalah bagaimana menegakkan keadilan di muka Bumi di 
semua sektor terutama di bidang politik dan ekonomi (tentu 
juga di bidang sosial budaya), bukan menegakkan jilbab, 
mengurung kembali perempuan, memelihara jenggot, 
memendekkan ujung celana, dan tetek bengek masalah yang 
menurut saya amat bersifat furu'iyyah. Keadilan itu tidak bisa 
hanya dikhotbahkan, tetapi harus diwujudkan dalam bentuk 
                                                        
33 I’lamul Muwaqqi’in 6/517 oleh Ibnul Qoyyim dan As-Siyasah Asy-
Syar’iyyah Al-Lati Yuriduha Salafiyyun hlm. 14-16 oleh Syaikh Masyhur bin 
Hasan Salman 
34 ‘Amr Abdul Fattah, As-Siyasah Asy-Syar’iyyah fii Ahwal Asy-
Syakhsyiyyah hlm. 43  
35 Fatawa Lajnah Daimah 18/87 no. 7910. Demikian juga para anggota 
komisi fatwa sekarang seperti Syaikh Abdul Aziz Alu Syaikh, Syaikh Shalih 
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sistem dan aturan main, undang-undang, dan sebagainya, dan 
diwujudkan dalam perbuatan. 
 
D. Penutup 
Berdasarkan pemaparan di atas, dapat diambil 
kesimpulan bahwa pencatatan akad nikah secara resmi 
memiliki manfaat sebagai berikut: 
1. Menjaga hak dari kesia-siaan, baik hak suami istri atau hak 
anak berupa nasab, nafkah, warisan dan sebagainya. 
2. Menyelesaikan persengkatan antara suami istri atau para 
walinya ketika mereka bersengketa dan berselisih. 
3. Catatan dan tulisan akan bertahan lama jangka waktunya. 
4. Catatan nikah akan menjaga suatu pernikahan dari 
pernikahan yang tidak sah, karena akan diteliti terlebih 
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